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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA [ESA
BUPATI CIANJUR.

bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah
yang selaras deagan perkembangan ketentuan perundangan yang berlaku
sebagai bagian integrai pembangunan Nasional, perlu menyusun kembali tata

cara pengelolaan keuangan daerah yang efisien. efektif, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan;,

bahwa Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Cianjur
telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002

diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2002 tanggal 29 November 2002
Nomor 67 Seri D;

bahwa dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara

pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu
ditinjau kembali dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c,
perlu diatur kembali Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah dengan
Peraturan Daerzah.

Undang—UndangHNomox]li ahun] kahun|[950] tentang Pernbentukan Daerah-

Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun
1950 Nomor 43);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 teutang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan ‘(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389):
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan [L.embarun Negara Nomor 4400):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler
dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 4503):

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
LLembaran Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Noror 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Taliun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negarz - Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penvusunan
o )

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan LLembaran Negara Nomor 4585);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemecrintah Dacrah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara  Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 4609):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan  Barang/Jasa Instansi  Pemerintah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 79 Tahun 20006;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan
Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara

Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan l.embaran Daerah (L.embaran
Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan

BUPATI CIANJUR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  KEUANGAN
DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian P:rtama
Pengertian

Pasal |

Dalam Pcraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l.

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

. Pemerintahan Daerah adalah »nenyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah daerah dan Dewan I“erwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dasrah sebagai unsur
_penyelenggara pemerintahan daerah.

. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur.
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan  Perwakilan Rakyat Dacrah  Kabupaten Cianjur sebagai  unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Cianjur.
9.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dacrah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Dacrah, yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim
yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah
yang mempunyai tugasmenyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana
daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

. Peraturan daerah adalah peraturan dacrah Kabupaten Cianjur yang disetujui

bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Peraturan Daerah tentang APBD. Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD adalah dokumen yang diterbitkan Pemerintah Daerah yang
bersifat terbuka dan diundangkan dalam Lembaran Daecrah.

. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. pertanggung-jawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena

jabatannya  mempunyai  kewenangan  menyeclenggarakan  keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pertanggjawaban pelaksanaan APBD acalah laporan atas pelaksanaan anggaran,

yang meliputi realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang
bersangkutan.

. Pergeseran anggaran adalah perubahan anggaran dalam satu kelompok rekening

dengan tidak mengubah jumlah anggaran dalam kelompok rekening vang
bersangkutan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak scbagai bendahara umum
daerah.

. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

bertindak dalam kapasitas sebagai vendahara umum daerah.

. Kuasa BUD adalah pejabat yang diteri kuasa untuk melaksanakan tLigas

bendahara umum daerah.

. Satuan Kerja Perangkat.Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi SKPD.
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24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang sclanjutnya disingkat PPTK adalah

pejabat pada unit kerja SKPD yangy melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang

milik daerah.

Kas Umum Daerah adalah temipat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran dacrah pada bank yang ditetapkan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat  fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas dacrah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan
atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima
sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah kebijakan
penggunaan/pengeluaran anggaran untuk suatu periode waktu lebih dari satu
tahun anggaran dimana implikasi biaya sebagai akibat kebijakan ini pada tahun
berikutnya dituangkan dalam prakiraan maju.

Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk
tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan

kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang

‘dapat diukur.
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